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INTISARI

Peran Satuan Polisi pamong Praja kedepan semakin strategis dan menuntut
peningkatan kinerjs yang benar-benar optimal. Di tengah keterbatasan dana
maupun jumlah personil yang dimiliki, Satuan Polisi Pamong Praja bukan saja
dituntut makin taktis, tetapi juga dituntut untuk terus memperbaiki manajemen
serta pendekatan yang seharusnya dikembangkan menyikapi meningkatnya
tantangan yang dinadapt di l@pangsn. FeNgEUNEEn pENQEKATAN YANE NUManis yang
lebih menonjolkan persuasif daripada kekuatan fislk merupakan strategi yvang tepat
untuk penegakan ketertiban umum.

Gunag pencapalan target dan gita-cita Satuan Polisi pamong Praja kabupaten
Tangerang yang diharapkan maka segenap langkah dan taktis kerja perlu dituangkan
dalam perencanaan yang matang. Disamping itu agar langkah kerja dapat berwujud
nyata maka permasalahan ketertiban umum pertu ditangant secara sistematls agar

sazaran penyelenggaraan ketertiban umum dan penegakan perda dan peraturan
kepala daerah dapat tercapai.

Rencana Strategie S5atuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang
meridpakan dokumen perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahunan yang
memuat visi,misitujuan,sasaran,strategi kebijakan,program dan kegiatan SKPD
mengacu terhadsp fungsi SKPD serta berpedoman pada Rencana Pembangunan
jangka Menengah (RPIMD) yang bersifat indikatif. Disamping itu Rencana Strategis
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang berfungsi sebagai dokumen publik
untuk menjabarkan secara operasional visi dan misi Kepala Daerah vyang

menggambarkan wuyjud nyata pelayanan yang dapat diberikan sampsi dengan 5
{lima} tahun mendatang.




KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allsh SWT atas Rahmat dan Karunianya,
sehingga penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten
Tangerang tahun 2019 — 2023. Semoga dokumen Rencana Strategis ini dapat
dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Tangerang,
khususnya terkait penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta
diharapkan menjadi panduan dalam mengemban tugas pokok dan fungsi Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang, sehingga bermanfaat bagi pihak-pihak
lain yang berkepentingan.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semoua pihak yang telah
berpartisipasi sehingga rencana strategls Satuan Polisi pamong Praja dapat tersusun
sebagaimana yang diharapkan.

Demikian rencana strategis inl disusun, semoga Alleh SWT melimpahkan
keberkahan dan keselamatan, demi kelancaran serta keberhasilan Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Tangerang dalam penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban urmum.

Tigaraksa, Oktober 2019
Rt L POLISI PAMONG PRALA

MIF, 1961 062671956031018




BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah merupakan suatu proses dalam menentukan

apa yang akan kita capal kedepan, yang selanjutnya dilkuti dengan apa yang

.
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3 IERURGD J REMjakan uniluk mencapai lujuan tertenty.
>edangkan renstra merupakan gambaran tentang tugas dan fungsi
Organisasi Perangkat Daerah Satuan Paolisi Pamong Prajs Kabupaten

Tangerang dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat terkait

penanganan ketentraman dan  ketertiban umum serta perfindungan

masyarakat,

Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) vang selanjutnya dizsingkat
dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan PO untuk periode 5 {lima)
tahun. Renstra PD disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah [RPIMD), sesuai dengan tujuan, Lasaran, program, dan
kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanzan urusan pemerintahan  sesuai
tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Sejalan dengan telah -térpilihnya Bupatl dan Wakil Bupati Tangerang
periode tahun 2019-2023 maka dilakukan proses penyusunan RPIMD sesuai
dengan visi dan misinya. Bersamaan dengan itu, Perangkat daerah juga harus
memuilai melakukan proses penyusunan Fenstra PD untuk periode tahun 2019
2023, dengan memperhatikan penjsbaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati

serta tupoksi tiap perangkat daerah,




Hal tersebut untuk memberikan gambaran tentang rencana capaian
pelayanan kepads masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Tangerang dalam kurun waktu Tahun 2019-2023, maka dipandang perlu
untuk menjelaskan tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan
dilaksanalan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang untuk 5
S K D,

Proses Pnyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong
Fraja Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2023, merupakan tindak lanjut
pelzksanaan : (i} Undang-undang MNo.25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional; (iijUndang-Undang Nomor 23 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah; (lii) Peraturan Menteri Dalam MNegeri
Nomor B& Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan
evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang
RPIPD dan RPIMD, serta tatacara perubahan RPIPD,RPIMD, dan Rencana
Kerja Pemigrintah Daerah.

Dokumen Renstra OFD Satusn Polisi Pamong Praja Kabupaten
Tangerang vyang tersusun ini merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tangerang tahun 2019 sampai
dengan tahun 2023. Dengan demlkian, maka antara dokumen Renstra
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang dengan dokumen RPIMD
merupakan satu kesatuan  dokumen rencana pembangunan [angka
menangah yang, dan satu dengan yang lain ada saling keterkaitan, Qleh

karens itu, target capalan, sasaran dan indikator, serta program dan




kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra $ztuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Tangerang harus seisras/konsisten dengan targel capaian
sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPIMD.,

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan
penganggaran dalam dokumen Renstra OPD Satuan Polisi Pamong Praja
ton TangErang Tenun 2015-2023, sebagaimana telah diatur daiam
peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi
dinamika  perkembangan dimasysrakat vang langsung maupun tidak
langsung akan berimplikasi terhadap tuntutsn kebutuhan akan peiayanan
yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serts profesional, maka
larget capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah
tertuang dalam dokumen RPIMD dijadikan pedoman dan dituangkan
kedalam daftar prioritas program dan kegiatan OPD Satuan Polis Pamong
Praha untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Dengan tersusunnya Renstra Orgamisasi Perangkat Dserah Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang, diharapkan dapat menjadi arah
kebijakan dan pedoman untuk mengawal ketentraman dan ketertiban
umum dalam penyelenggaraan Pemerintzhan, Pelaksanaan Pembangunan
Daerah dan kemasyarakatan. Dokumen Ini menteriemahkan perencanaan
pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan
terukur serta menunjang pencapalan target sasaran Pembangunan

Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang.




1.2 Landasan Hukum.

Adapun dasar hukum penyusunan Renstra OFD seba gai berikut :

171

122,

1.2.3.

1.2.4

1.2.5.

126

LT,

1.28.

UL No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanszan Pembangunan
MNasional :

PP No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan dan Tatacars Penyusunan
ShCanaai Fefivangunan Uaerah ;

Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan,
Pengendalizn dan Evaluasi Pembangunan Daerzh, Tata cars evaluasi
rancangan peraturan daerzh tentang Rencana Pembangunan jangka
panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah
daerah, serts tatacara réncana pembangunan jangka panjang
daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan
rencana kerja pemerintah daerah :

Surat Edaran Mendagri No. 50 Tanggal 24 Agustus 2016 tentang
Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen RPIMD dan RENSTRA SKPD:
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Banten (Lembaran Negara Tzhun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

Undang-undang Nomaor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah:
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi
pamong Praja ;

Peraturan Menter Dalam Negari Rl Nomor 54 Tahun 2011 tentang

Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi pamang Praja




1.8,

1210,

1.2.11.

1.2.12.

Peraturan Pemerintah Negeri Rl Nomor 121 tahun 2018 tentang
tentang Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Lembaran
Daerah Tahun 2008 Nomor 01 Tambahan Lembaran Daerah nomor
108}

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Tangerang ;

Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukzn

susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Tangerang

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Renstra Satuan Polisi Psmong Praja

Kabupaten Tangerzng adalah untuk :

.

menindaklanjutl Visi dan Misi Bupati Tangerang ke dalam Rencana
Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang, yang
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengsh Daerah
Tangerang Tahyn 2019-2023.

Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program  prioritas

Satuan Palisl Pamong Praja Kabupaten Tangerang dalam 5 Tahun

kedepan.




t. Sebagal dasar pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Tengerang  dalam mengawal  penyelenggaraan

Pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel

1.3.2 Tujuan

SEUGRERaR yang menjadi tujuan dari penyusunan renstra i agalah -

3. Menamin  keterkaltan dan  konsistensi  antar perencanaan,
Penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan padz setiap tahun
anggaran selama 5 tahun yang akan datang,

b.  Menjamin tercapsinya penggunaan sumberdaya yang secara efektif,
efisien dan berkelanjutan

¢ Menjamin terciptanya Integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar elemen

terkait dengan Satuan Polisi Pa mong Fraja Kabupaten Tangerang

1.4 Sistematika Penulisan
Dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Tangerang Tahun 2019-2023 secara garis besar disusun dengan sistematika
sebagai berikut
Babl  Pendahuluan
Bab Ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum
penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan

sistematika penulisan dokumen Renstra.




Bab i

Bab Il

Bab v

Bab W

Gambaran Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Tangerang.

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Tangerang sumber daya vang dimiliki
oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang, kinerja
pelayanan sampal soot iR @nlangan dan peluang peigeimbangan
pelayanan di Satuan Polisi Pamong Praja Ksbupaten Tangerang
|su-lsu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan
fungsi pelayanan Satuan Polisl Pamong Praja Kabupaten Tangerang:
telaahan wvisi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala
daerah: telaahan Renstra kabupaten dan Provinsl, telaahan rencana
tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis penentuan
isu-isu strategis di bidang ketertiban umurmn,

Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi, tujuan dan sasaran jangka menengah OPD Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2032 3, yakni
tujuan,sasaran dan strategi yang akan dicapai selam lima tahun OPD
Satuan Polisi Pamaong Paraja.

Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini memuat rumusan strategi dan arah kebijakan perencanaan

yang komperehensip tentang bagaiman Pemerintah Daerah/




Bab v

Bab v

Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran secara efektif
dan efisien,

Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan.

Rencana program dan keglatan serta pendanaan merupakan
program prioritas RPIMD sesual tugss dan fungsi OPD, beserta
incikater program dan pagy OPD dalam rancengsn aws! RRIMID
yang memuat indikator kinerja yang akan dicapai Satusn Polis
Pamong Praja Kabupaten Tangerang dalam waktu lima tabun, vang
terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
RPIMD Kabupaten Tangerang

Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Berisi Kinerja penyelenggaraan urusan merupakan rangkuman
indikator sasaran dan tujuan yang zkan dica pai per-tahun oleh OPD
S3luan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang selama 5 {lima)

tahun kedepan.

Bab VIl Penutup




2.1

211

212

BAB Il
GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Tangerang
Tugas Pokok

CEiidsaThad pPEraiulan Doerah Rabupaien Tangerang womor 11 Tahun 2016
ientang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerzh Kzbupaten Tangerang yang
selanjutnya dijabarkan kedalam keputusan Bupati Tangerang Nomor 99 tahun 2016
tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Keria Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Tangerang mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan, mengarahkan,
mengawasi dan mengendalikan tugas-tugas ketentraman dan ketertiban umum, serta
pencgakan Peraturan Daerah,

Fungsi
Untuk menyelenggarakan tugss pokok tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja
mempunyai fungsi sebagai barikut
1, Perencanaan dan perumisan pregram  kegiatan ketentraman dan ketertiban
masyarakat.

2. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis ketentraman dan ketertiban rmasyarakat,
protokoler dan tempat hiburan, fasilitas sosial dan te mpat-tempat usaha:

3. Penyusunan petunjuk penegakan pelaksanaan peraturan daerah dan perundang-

undangan lainnya.

4. Pengawasan dan pengamanan Fenyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban

LWL,




21

5. Pelaksanaan penertiban terhadap penyalahgunaan fungsi fasilitas umum di wilayah

Kabupaten Tangerang.

B. Pengkoordinasian kegiatan penanggulangan ketentraman dan ketertiban urmnum.

Shtumiur Organisasl

satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalul Sekretaris Daerah,
struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdirj dari :
1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Sekretariat, terdiri dari :
2. Sub Bagian Perencanaan
b. Sub Bagian Keuangan
. Sub Bagian Umum dan Kepegawaizn.
3. Bidang Penegakan Perda, terdiri dari :
3. Seksi Pendadataan, pengawasan dan Penyuluhan
b. Seksi Penyidikan dan penyelidikan
4. Bidang Ketertlban umum dan ketentraman masyarakat, terdlri dari;
a. Seksi Pengendzllan operasional
b. Seksi Kerjasama dan Keteriban Protokoler
3. Bidang Pengembangan Kapasitas
a. Seksi Pembinaan Aparatur Ketertiban dan Ketentraman

b. Seksi Pengembangan Kapasitas kelembagaan




9. Bidang Perlindungan Masyarakat, yang terdiri dari

2. SeksiSatuan linmas

b, Seksi Bina Potensi Masyarakat

7. Kelompok labatan Fungsional.

.....

Tangerang adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1. - Struktur Organisasi Satpol PP Ka bupaten Tangerang

LAMPIRAN MERATURAN BbaT
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Adapun uraian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana skema
struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut ;

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan,
mengatur, menertibkan penegakan peraturan dserah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai

efgan tuigas dan Tuiigsi.

4. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,
membina dan mengkoordinasikan, me rgawasi dan mengendalikan kegiatan ketstausahaan
yang meliputi kepegawaian, keuangan, urusan umum dan pErencanaan.

untuk melaksanakan tugas sebagaimana di ztas sekretaris satuan polisi pamong praia
mempunyai fungsi :

4. Perencanaan dan pengelolaan bzhan perumusan kebfjakan yang berksitan dengan
PErEnanaan, umum dan kepegawaian serta keusngan Satuan Polisi Famong Praja.

b. Pelaksanaan pemberian fasilitas dan dukungan pelayangan teknls administrasi di
lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja,

¢. Pelaksanaan penyusunzn perencanaan program kegiatan, bagian tata usaha,

d. Pelaksanaan pengelolaan surat manyural, rumah tangga, pelayanan dan pemeliharaan,
penggandaan surat-surat dan administrasi perjalanan dinas, penyusunan rencana dan
program kegiatan Satuan Polisi Pa mong Praja.

€. Pelaksanzan  penyusunan administrasi kepegawalan dan pembinaan pegawal dan
kesejahteraan  pegawal, peningkatan pengetzhuan dan keterampilan  serta

Pengembangan pegawal.

12




4 | 1

Pelaksanaan penyusunan  administrasi KEuRngan, penyusunan anggaran kantor,
pembuatan laporan penggunaan keuangan kantor, pengevaluasisn anggaran dan
penggunaan keuangan kantor, pemberian usulan untuk perbatkan anggaran dan

pengelolaan keuangan Satuan Polisi Pam ong Praja.

. Prigkialgan penyiapan oata di Uioang kearsipan, pelaksanasn perencanaan kantor

sesuai kebijakan yang ditetapkan.

- Pelaksanaan pemberian fasilitas dan dukungan pelayanan teknis administrasi di

lingkungan Satuan Polisl Pa mong Praja.

Pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan, umum dan kepegawaian serta
keuangan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pelaksanaan pengelolaan surat me nyurat, tatanaskah dinas, perlengkapan rumah
tangga, dan pemeliharaan Satuan Palisi Pamong Praja.

Pelaksanaan tertib administrasi pengeiolaan inventaris barang, pemeliharaan sarana dan
prasarana, perlengkapan danasset.

Peiaksanaan pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan.

-Pelaksznaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana,

- Pelaksanaan koordinasi dengan intansiflembaga lainnya terkait kegiatan satuan palisi

pamong praja.

. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pelaporan kegiatan satuan polist pamong

praja.

. Pelaksanaan tugas lain vang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.
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3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepaia Satpol PP, Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi
sebagaimans  diatas, Mealzksanakan penyiapan perumusan  kebijakan, koordinast,
pRiicnasn, dan pengendalian. bidang meiertiban umum gan kelentraman masyarakat
mempunyai fungsi ;
3. Penyiapan rumusan kebifakan teknis Yang terkait pengendalian operasional serta

kerjasama dan ketertiban protokoler.

B. Penyiapan rencana dan program yang terkait dengan pengendallan operasionsl serta

kerjasama dan ketertiban protokoler.

C. Penylapan pengedalian yang tarkalt dengan pengendalian operasional serta kerjasama

dan ketertiban protokoler.

d. Penyiapan bimbingan yang terkait dengan pengendalian operasional serts ke riasama dan

ketertiban protokoler.

e. Pengelolaan administrasi terkait pengendalian operasional serta kerjasama dan

ketertlban protokoler.
Dalam melaksanakan fungsi bidang dimaksud mempunyal rincian tugas

3. Merencanakan perumusan kebijakan pengendalian operasional serta kerjasama dan

ketertiban protokoler,

b. Membagi tugas program pengendalian operasional serta kerjasama dan ketertiban

protokoler.
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€. Memberi petunjuk program pengendalian  operasional serta  kerjasamaz  dan

ketertiban protokofer,

d. Mengatur program pengendalian operasional serta kerjgsama dan  ketertiban

protokoler.

m

WiEngEvaluasi progiam pengendalian operasionai serta kefjasama dan ketertibian

protokoler,

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat membawahi ;

1. Seksi pengendalian operasionat
Seksi pengendalian operasional berkedudukan dinawah dan bertanggung jawab

kepada kepala bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakst.

Untuk melaksanakan tugas pokok kepala seksi pengendalian operasional

mempunyai rinclan tugas :

&. Merencanakan kegiatan pengendalian operasional

b. Membimbing pelaksanaan kegiatan pengendaiian operasional meli puts;
menyelenggarakan pengiriman pasukan apel-apel gelar pasukan, operasi
lapangan,melakukan bantuan tugas pengamanan, melaksanakan pengamanan
asset pemerintah daerah, mlaksanakan pengamanan aksi unjuk rasa,
melaksanakan operasi penertiban yang sifatnya non yustisial, melzksanakan
patrol lapangan dan tindakan langsung, serta melaksanakan koordingsi dengan

inskansi lain




L

Membagi tugas pelaksanaan kegiatan pengendalian operasional rmeliputi
menyelenggarakan pengeriman pasukan apel-apel gelar pasukan, o pearsi
lapangan melaksanakan bantuan tugas pengamanan

Mergevaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian operasionzl

Maihlust laporan pelaksanaan Kegiatan pengendalian operasional, dan
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesyuai de nEan

tugas dan fungsinya.

- 5eksi pengendalian operasional

Seksiini mempunyai tugas antara lain :

d.

b.

Merencanakan kegiatan kerjasama dan ketertiban protokoler

Membimbing pelaksanaan kegiatan kerjasama dan ketertiban protokoler vang
meliputi  ;  menyiapkan  bahan  dan mendakumentasikan perjanfian
kerjasamaantara satpol  pp dengan  instansi/lembaga lain, melaksanakan
pengawalan dan pengmanan acara dinas  dan lokasi kunjungan bupati, wakil
bupati, dan kunjungan  kerjatamu pemerintah  daerah, mekksanakan
Pengamanan lokasi  penyelenggaran  upacara tingkat kabupaten, serta
melaksanakan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan tugas,
Membagi tugas pelaksanazan kerjasama dan ketertiban protokeler meliputi
menyiapkan bahan dan mendokumentasikan perjanjian kerjasamaantara satpol
pp dengan instansi/lembaga lzin, melsksanakan pengawalan dan pengmanan

acara dinas dan lokasi kunjungan bupati, wakil bupati, dan kunjungan kerjatamu

pemerintah daersh, melaksanakan pengamanan lokasi penyelenggaraan upacara
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tingkat kabupaten, serta melaksanakan koordinasi dengan instansi lain terkait
pelaksanaan tugas,
d. Mengevaluasi pelaksanzan kegiatan kerjasama dan ketertiban protokoler
. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kerjasama dan ketertiban protokoler
Miglaksananan tugas kadinasain iain lai) yang diverikan oieh atasan sesuai de Rgan

tugas dan fungsinya.

4. Bidang Penegakan Peraturan Daerah
Bidang penegakan peraturan daersh mempunyai tugas pokok, rmelaksanakan

PENYIEPAN  pErumusan kebijakan, koordinasi, pembinzan dan pengendalian. bidang

penegakan peraturan daerah mempunyai furgsi :

a. Penyiapan rumusan kebijzkan teknis bidang penegakan peraturan daerah yang
meliput]; pendataan, pengawasan, peryvuluhan. penyelidikan serta penyidikan

b. Penyiapan rencana dan program bidang penegakan peraturan dserah yang meliputi;
pendatzan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan serta penyidikan

C. Penyiapan pengendalian bidang penegakan persturan daerah yang meliputi:
pendataan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan serta penyidikan

d. FPenyiapan bimbingan pelaksanaan tugas bidang penegakan peraturan daerah yang
terkait dengan pendataan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan serta penyidikan

g. Pengelolaan administrasi bidang penegakan peraturan daerah yang meliputi;
pendataan, pengawasan,penyuluhan, penyelidikan serta penyidikan;

Dalam melaksanakan fungsi bidang dirmaksud mem punyai rincian tugas :
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Merencanakan perumusan kebijakan program penegakan peraturan daerah yvang
meliputi pendataaan, pengawasan, dan penyuluhan, serts penvelidikan dan
penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati
- Membagi tugas program penegakan peraturan daersh yang meliputi pendataan,
pelenggaran peraturan daerah dan peraturan Bupatl
Memberi petunjuk program penegakan peraturan daerah yang meliputi pendataan,
pengawasan, dan penyuluhan, serta penyelidikan dan penyidikan terhadap
pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati
- Mengatur program penegakan peraturan daerah yang meliputi pendataan,
pengawasan, dan penyuluhan, serta penyelidikan dan penyidikan terhadap
pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati
Mengevaluasi kegiatan program penegakan peraturan daerah yang meliputi
pendataan, pengawasan, dan penyuluhan, serta penyelidikan dan penyidikan; dan
Melaksanakan tugas kedinagan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas
dan fungsinya.
Bidang Penegakan Peraturan daerah membawahi :
1. 5eksi Pendataan, Pengawasan, dan Penyuluhan
Seksi pendataan, pengawasan, dan penyuluhan bekedudukan di bawah
dan bertenggung jawab kepada kepala bidang penegaksn peraturan daergh

untuk melaksanakan tugas pokok kepala seksi pendatzan, pengawasan, dan

penyuluhan mempunyal rinclan tugas :
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b.

Merencanakan kegiatan pendataan, pengawasan, dan penyuluhan
Membimbing pelaksanaan kegiatan pendataan, pengawasan, dan
penyuluban yang meliputi: pendataan lingkup potensi pelanggaran terhadap
PeEraturan daerah dan pearturan Bupatl, inventarisasi paraturan daerah dan
pEiaievan Dugali, menerima dan ImEnINGakKianjuti laporan pengaduan dari
masyarakat terkait pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati
SEra potensi gangguan ketertiban umum, ketentraman masyrakat dan
perfindungan masyarakat, menyajikan informasi kepada masyarakat terkait
lingkup tugas dan kegjatan Satpol PP, pengawasan dan pembinaan tarha dap
pelanggar peraturan daerah dan peraturan Bupati

Membagl tugas pelaksanaan kegiatan  pendatsan, pengawasan, dan
penyuluhan yang meliputi: pendataan lingkup potensi pelanggaran terhadap
peraturan daerah dan peraturan Bupati, Inventarisasi peraturan dasrah dan
peraturan Bupati, menerima dan menindaklanjuti laperan pengaduan dari
masyarakat terkait pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati
SErta potensi gangguan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan
perlindungan masyarakat, menyajikan informasi kepada masyarakat terkait
lingkup tugas dan kegiatan Satpol PP, pengawasan dan pembinaan terhadap
pelanggar peraturan daerah dan peraturan Bupati

Mengevaluasi pelaksanaan  kegiatan pendataan, pengawasan, dan

penyulubzn
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e. Membuat laporan pelaksanaan keglatan pendataan, pengawasan, dan
penyuluban

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan cleh atasan terkit dengan
tugas dan fungsinya,

seksi Penyelidikan dan Fenyidikan

Seksi penyelidikan dan penyidikan berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada kepala bidang penegakan peraturan daerah untuk

melaksanakan tugas pokok kepala seksi penyelidikan dan penyidikan

meampunyai rincian tugas

#. Merencanakan kegiatan pada penyelidikan dan penyidikan

b. Membimbing pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan penyldikan yang
meliputi, merumuoskan hasi pengamatan,, penelitian, dan pemeriksaan
dalam rangkz pengumpulan bahan keterangan terkait adanya dugaan
pelanggaran peratursn daerah dan peraturan Bupati, melaksanakan
penyidikan terkait pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan
Bupati, melaksanakan operasi tindak pldana rngan, melaksanakan
pembinaan PPNS, serta melaksanakan koordinasi dengan instansi lain terkait
proges penyidikan terhadsp pelanggaran peraturan dzerah dan peraturan
Bupati

€. Membagl tugas pelaksanaan kegiatan penvyelidikan dan penyidikan yang
meliputh, merumuskan hasil Pengamatan, penelitian, dan pemeriksaan

dalam rangka pengumpulan bahan keterangan terkait adanya dugaan
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pelanggaran peraturan daerab dan peraturan  Bupati, melaksanakan
penyidikan terkait pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan
Bupati, melsksanakan operasi tindak pidana ringan, melaksanakan
pembinaan PPNS, serta melaksanakan koordinasi dengan instansi lain terkait

U525 pEnyidinan terhadap pelanggaran peraturan daeran fan peraturan
Bupati
d. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi penyelidikan dan penyidikan
. Membuat laporan pelaksanaan keglatan seksi penyelidikan dan penyidikan:

dan

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain vang diberikan oleh atasan teckait

dengan tugss dan fun gsinya.

=. Bidang Pengembangan Kapasitas
Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas pokok, melaksanakan
penyiapan perumusan  kehijakan, koordinasi, pembinzan dan pengendalian. bidang
Pengembangan Kapasitas me mpunyai fungsi :
a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis yang terkait derigan pembinzan aparatur
ketertiban dan ketentraman serta pengembangan kapasitas kelembagaan.
b. Penyiapan rencana dan program yang terksit dengan pembinaan aparatur ketertiban
dan ketentraman serta pengembangan kapasitas kelembagaan.
¢. Penympan pengendalian yang terkait dengan pembinaan aparatur ketertiban dan

ketentraman serta pengembangsn kapasitas kelembagaan.
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Penyiapan bimbingan yang terkait dengan pembinaan aparatur ketertiban dan
ketentraman serts pengembangan kapasitas kele mbagaan.
Pengelolaan administrasi yang terkait dengan pembinaan aparatur ketertiban dan

ketentraman serta pengembangan kapasitas kelembagaan.

Kepara Bidang pengembangan nAQaSILES KEEiNDagaan Meillpuniyal iugas ;

&

Merencanakan perumusan kebijakan yang terkait dengan pembinaan aparatur
ketertiban dan ketentraman serta pengembangan kapasitas kelembagaan
Membagl tugas program yang yang terkait dengan pembinaan aparatur ketertiban dan

ketentraman serta pengembangan ka pasitas kelembagaan ;

Memberi petunjuk program yang terkait dengan pembinaan aparatur ketertiban dan

ketentraman serta pengembangan kapasitas kelembagaan :

- Mengatur program terkait dengan pembinaan aparatur ketertiban dan ketentraman

serta pengembangan kapasitas kelembagaan

- Mengevaluasi kegiatan program terkalt demgan permbinaan aparatur ketertiban dan

ketentraman serta pengembangan kapasitas kelembagaan :
Melaksanzkan Tugas kedinasan lain vang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugzas dan
fungsinys;
Kepala Bidang pengembangan kapasitas kelembagaan n;ué-m bawahl ;
1. Seksi Pembinaan Aparatur Ketertiban dan Ketentraman.
Seksi ini mempunyai tugas ;

3. Merencanakan kegiatan pembinaan aparatur Ketertiban dan Ketentraman 3




b. Membimbing pelaksanaan kegiatan pembinaan  aparstur  Ketertiban  dan
Ketentraman yang meliputi ; mengkaji kebutuhan pengembangan sumberdays
manusia anggota satpol pp dan perlindungan masyarakat, menyusun rencana
kurikulum, silabi, dan metode teknis pelatihan dan pembinaan anggota satpol pp

ATl PETINGUHZEN Masyelahal, (NeiyeiengRarakan Kesamapiasn SECara futin gan
berkala, melaksanskan upaya penumbuban peningkstan dan pemeliharazan
semangat, motivasi dan jiwa korsa anggota satpol pp dan perlindungan
masyarakat, serta melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan aparatur
ketertiban umum dan ketentraman ma syarakat kecamatan dan kelurahan/desa;

C. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan pembinaan aparatur Ketertiban dan
Ketentraman yang meliputl ; mengkaji kebutuhan pengembangan sumberdaya
manusia anggota satpol pp dan perlindungan masyarakat, menyusun rencana
kurikulum; silabi, dan metode teknis pelatihan dan pembinaan anggota satpol pp
dan perlindungan masyarakat, menyelenggarakan kesamaptaan secara rutin dan
berkala, melaksanakan upaya penumbuhan peningkatan dan pemeliharaan
semangat, motivasi dan jiwa korsa anggota satpol pp dan perlindungan
masyarakat, serta melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan aparatur
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat kecamatan dan kelurahan/desa;

d. Menevaluasi pelaksanaan kegistan pembinaan aparatur ketertiban dan

ketentraman;

e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan aparatur keteretiban dan

ketentraman: dan




A

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Z. Seksi Pengembangan Kapasitas Kelermba gaan

Seksi ini mempunyai tugas ;

2.

i

Mergncanikan REEiaiai PEogeInRangan xapasias Kelempagaan

0. Membimbing pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan yang

mellputi; mengkaji pola penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan
peraturan Bupati, mengkaji tatanan kehidupan sosial masyarakat Yang berpotensi
menimbulkan gangguan ketertiban umum  dan ketentraman masyarakat,
melaksanakan fasilitasl pembahasan pelanggaran peraturan daerah dan
peraturan Bupati dan cara penanganannya, mempersiapkan bahan kebijakan
dalam rangka pengembangan kapasitas kelembagaan Satpol PP, melaksanakan
pengkalian dan pembentukan unit-unit teknis satpol PP, serta melaksanakan
koordinasi dengan instansi/le mbaga lain;

Membagi tugas pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan
¥ang meliputi; mengkajl pola penindskan terhadap pelanggaran peraturan
daerah dan peraturan Bupati; mengkaji tatanan kehidupan sosial masyarakat
yang berpotensi menimbulkan ga:hg.@an ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat, melaksanakan fasilitasl pembahasan pelanggaran peraturan daerah
dan peraturan Bupati dan cara peEnanganannya, mempersiapkan bahan kebifakan

dalam rangka pengembangan kapasitas kelembagaan Satpol PP, melaksanakan
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pengkajian dan pembentukan unit-unit teknis Satpol PP, serta melaksanakan
koordinasi dengan instansiflembaga lain;

d. Mengevaluasi pelaksanaan kKegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan;

e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan; dan

b
-
=

WIEIBRASGTERAN LuEas Redifasan iain y2ilg GiDenkan QIen atasan sesudi oBnEgan

tugas dan fungsinya.

6. Bidang Perlindungan Masyarakat
Bidang perlindungan masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian bidang perlindungan
masyarakat. Bidang perlindungan masyrakat mempu fyai fungsi -
a.  Penyiapan rumusan kebijakan teknis yang terkait dengan satuan linmas dan hina

potensi masyarakat

b. Penyiapan rencana dan program yang terkatt dengan satuan finmas dan bina potens

masyarakat

€. Penyiapan pengendalian yang terkait dengan satuan linmas dan bina potens

masyarakat

d. Penyiapan bimbingan yang t_&r_i:aﬁ dengan satuan linmas dan bina potensi masyarakat,

dan

e. FPengelolaan administrasi yang terkait dengan satuan finmas dan bina potensi

masyarakat.

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Mempunyai tugas :

25




Merencanakan perumusan kebijakan yang terkalt dengan satuzn linmas dan

bina potensi masyarakat

- Membagi tugas program yang terkait dengan satuan linmas dan bina potensi
masyarakat
WISTHAETT PRluiTjun Program yang berkait vengan satuan linmas dan bina potensi
masyarakat

Mengatur program yang terkait dengan satuan linmas dan bina potensi

masyarakat

Mengevaluasi kegiatan program yang terkait dengan satuan linmas dan bina

potensi masyarakat, dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan olsh atasan sesual dengan

tugas dan fungsinya.

Kepaia bidang satuan linmas membawahi

>eksi Satuan Linmas

Seksi ini mempunyai tugas ;

a. Merencanakan kegiatan satuan linmas

b. Membimbing pelaksanasn kegiatan satusn finmas yang meliputi;
melaksanakan  inventarisasl  data jumigh anggota satuan  linmas,
melaksanakan koordinasi, fasilltasi dan monitoring  satuan  linmas,

melaksanakan bantuan pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum,

serta melaksanakan koordinasi dengan instansi lzin

26




€. Membagi tugas pelaksanaan keglatan satuan linmas yang meliputi;
melaksanakan  inventarisasi  data  jumlah anggota satuan  linmas,
melaksanakan  koordingsi, fasilitasi  dan monitoring  satyan  linmas,
melaksanakan bantuan pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum,
FerD Melaksananan Roodinas dengan instanss win

d. Mergeuakuaai pelaksanaan kegiatan satuan linmas

2. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan satiuan fin mas, dan

t. Melaksanzkan tugas kedinasan fain vang diberikan eleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

2. >eksj Bina Potensi Masyarakat

Seksi ini mempunyai tugas ;

#. Merencanakan kegiatan bina potensi masyarakat

b. Membimbing pelaksanaan kegiatan bina potensi masyarakat yang meliputi:
melaksanakan pemberdayaan masyarakat, pembinaan kepada masysrakat
terkait’ penanganan bencana dan  sistern  keamanan Engkungan,
penyelenggaraan upaya peningkatan partisipasi dan kapasitas masyarakat
dalam perlindungan masyarakat, serts melaksanakan koordinasl dengan
instansi kin

€. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan bina potensi masyarakat yang
meliputi; melaksanakan pemberdayaan masyarakat, pembinaan kepada

masyarakat terkait penanganan bencana dan sistem keamanan lingkungan,

penyelenggarsan upaya peningkatan partisipasi dan kapasitas masyarakat




dalam perlindungan masyarakat, serta melaksanzkan koordinasi dengan

instansi lain

- Mengevaluasi palaksanaan kegiatan seksl bina potensi masyarakat

- Membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi bina potensi masyarakat, dan

Melaksanakan tuges Kedinasan Sl yang. diberimen uieh alssan sesual

dengan tugas dan fungsinya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

kegiatan dinas secara professional sesuai dengan kebutuhan,
Kelompok jabatan fungsional Satuan Polisi Famong Praja yaitu merupakan

Penyidik Pegawai Negeri Sipil {PPNS).

2.2, Sumber daya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang .

2.2.1 Sumber daya manusia

Jumlah personil Satuan Palisi Pamong Praja yang saat ini bekerja di Satuan Polisi

Pamong Praja berjumiah 64 arang PNS dan 200 orang Pegawai Non PNS dengan

spesifikasi sebagai berikut, ;

d

b

L

. Eselon Il sebanyak 1 orang.
. Eselon |l sebanyak 5 orang.

- Eselon IV sebanyak 11 orang.

d. Pelaksana PNS sebanyak 50 orang.

i

- Pelaksana Non PNS sebanyak 200 orang.
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1.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk mempertancar kegiatan satuan polisi pamong praja Kabupaten Tangerang
sampai saat ini sudah memiliki berbagai sarana dan prasarana yang cukup memadai dan
tentunya membutubkan kaseriusan agar fungsi pelayanan dapat dilakikan secars
CPUmal Adapun sarang pendusung. kera Setuan Fubsi Famong Praja Ksbupaten
Tangerang terdiri dari ;

3. Mobil Dinas Jabatan sebanyak & unit
b. Mobil Patroli sebanyak 14 unit

C. Mobil dalmas sebanyak 4 unit

d. Sepeda Motor sebanyak 25 unit

€. Mobil Operasionsl umum 9 unit

2.3 Kinerja Pelayanan

Berdasarkan data penyelenggaraan ketentraman dan kesertiban umum pada tahun 2013 -
2012, angka pelanggaran perda da Perkada, yang diperoleh dari laporan masyarakat dam hasjl
monitoring, Patt_‘ﬂli dan Penartiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja, yang menunjukkan bahwa
strateg] penegakan pelanggaran perda yang secara rutin dilaksanakan , baik secara represif non
yustisi dan yustisi serta putusan pengadilan terhadap pelaku pelanggaran perda da Perkada masih
memerlukan perbaikan kedepan, urituk menurunkan angka pelanggaran Perda dan Perkada,

Sedangkan kinerja pelayanan organisasi perangkat daerah Satuan Polisi Pamong

Praja selama periode 2013-20128 dalam pencapaian kinerjanya dapat terlihat pada table

berikut dibawah ini ;




Tabel.2.3 capaian Kinerja Pelayanan Perangiat Daerah Perigde 2013-2018
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Berdasarkan table dlatas terlinat bahwa capaian kinerja pelayan Organisasi
Perangkat daerah Satusn Polisi Pamong Praja didasarkan pada indikator kinetja utama
yaitu pada sasaran renstra OPD sebanyak tiga sasaram, dimang indikator kinerja OPD
tersebut diatas secara umum capsiannya targetnya tercapsi dengan baik, dimana capalan
Penyelesaian Penanganan pelanggaran Perda dan Perkada selama tiga tahun yaitu
dari tahun 2014-2018 dari capatan realisasi targetnya mencapai 100%, entuk tahun 2017
capainya B3 % dan pada tahun 2018 sebesar 95%, walaupun capeiannya turun tetapi
masih wajar kama prosentasenya capaianya masih diatas target NSPK, target IKK, dan
Target IK, Sedangkan realisasl capsian Prosentase Pelanggaran Perda yang
ditindaklanjuti yang ditargetkan rata-ratz 7 Jenis perda terealiisasi sebesar 100%,
kecuali capaian target tahun 2014 yaitu sebesar 88 % akan tetapi capaiannya masih
diatas target NSPK, target IKK, target K, dan untuk capaian cakupan petugas
linmas dikabupaten selama empat tahun yaitu pada tahun 2015-2018 capaian

realisasinya sebesar 100 %.
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sedangkan bila dilihat table pendansan dan realicasi snggaran secara parsial dari
Kinerja pelayanan berdasarkan IKU Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang untuk
tahun 2017 -2018 terlihat bahwa Pagu anggaran dan realisasi kegiatan yang ditampilkan, dan
kalau kita porhatikan tabel diatas bahwa terdapat empat program ayang dituangkan dalam
upaya untuk mendukung IKU, untuk program peningkatan keamanan dan kenyamanan
lingkungan sebanyak empat kegiatan dengan tujuan untuk penanganan aksi unjuk rasa dan
pEnanganan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat, operasi tindak pidana ringan
dan penguatan sumber daya OPD, dimana untuk masing-masing belanja perprogram, kegiatan
yaitu untuk pengadaan kendaraan operasional patrali/ dalmas pada tahun 2017 dianggarkan
sebesar Rp,3.885.000.000 - dengan realisasi sebesar Rp, 1.617.330.5926,- atau serapanya
sebesar 41 63%, dan rasio serapan terhadap belanja program sebesar 0,28 %, rendahnya
serapan tersebut dikamnakan adanya kekurangan harga satuan untuk pembelian per-unit
kendaraan operasional patroli/ dalmas, sehingga menyebabkan penganggaran kembali pada
tahun anggaran 2018 untuk belanja dimaksud dengan anggaran sebesar Rp.1.068.360.000,-
dan realisasinya sebesar Fp. 1.008.010.000,- atau serapanya sebesar 94,38 %, dengan rasio
serapan sebesar 0,28%, sdapun belanja tersebut dipergunakan untuk mempasilitasi sarana
dan prasarana OPD Satpol PP Sedangkan untuk anggaran kegiatan penanganan unjuk rasa
Tahun 2017 adalsh sebesar Rp.580.000.000,- , dan tahun 2018 anggarannya sebesar
Rp.798.000.000- dengan pertumbuban sebesar 37,59 % pertumbuhan tersebut ditakuakan

untuk mengantisipasi peningkatan un|uk rasa pada tahun 2018, sehubu ngan adanya pemilihan
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kepala daerah, namun lanjakan aksi unjuk rasa ity tidak terjadi atau suasana trantibum tahun
2018 tetzp dalam kandisi yang kondusif, hal tersebut terlihat pada realisasi anggran
penanganan aksi unjuk rasa tahun 2017 sebesar Rp.391.190.000 - dan rasia serspan terhadap
belanja program sebesar 9,00 56, untuk realisasi tahun 2018 sebesar Rg. 431.570.00,~. Dengan
Fasio serapan sebesar 0,132 %, sedangkan untuk kegigtan Penanganan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat. P3gU anggarannya meningkat bila dibandingkan antarz tahun 2017
sebesar Rp.930.000.000,- dan tahun anggaran 2018 sebesar Rp.1.500.000.000,- dengan
realisasi Penanganan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tahun 2017 sebesar
Rp.B74.790.000 - dengan rasio serapan G,15%, untuk tahun 2018 realisasinya sebesar Rp.
1.054,348.500 - rasio serapannya sebesar 0,29% | realisasi anggaran tersebut dipergunakan
untuk berbagai penertiban antara lain, Penartiban bahu jalan, penertiban jalan sepanjang
Jaringan Irigasl, Penertiban ieEmpat hiburan, penertiban PKL  dan penertiban lainnya, adapun
untuk kegiatan tipiring tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp.150.000.000,- dengan serapan
sebesar Rp.66.460.000 - dengan rasio serapan sebesar 0.01 %, untuk tahun 2018 kegiatan ini
dianggarkan sehq:'._ar Rp.177.5200.000 dengan realisasi sebesar Ap.118.960.000,- YaEng rasio
serapannya 0,03%. Kalau ditinjau dari sisi Rengangsaran untuk keglatan itu tumbuh sebesar
61,29%, namun bhilz kita pernatikan pada sisi realisasi tahun 2017 lebih rendah bila
dibandingkan pada tahun 2018, hal tersebut dikamakan pada tahun 2017, jadwal Vang
diberikan untuk sidang tipiring secara aturan untuk melakukan kegiatan tersshut hary ada

pada sast triwulan ke empat, sehingga serapanya rendah.




Sedangkan untuk program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan  tindak
kriminal secara umum terealisasi dengan baik hal tersebut terlihat pada capaian realisas
perkegiatan diatas, kegiatan tersebut dipergunakan untuk keperluan antara lain deteksi dini
antara lain dengan melakukan patroli secara berkala terhadap wilayah rawan gangguan
ketertiban umum, antar batas wilayah dan tempat keramaian/hiburan. / pemeliharaan
kantrantibmas dan pencegahan tindak kKriminal, pengamanan pemilukads, pengamanan hari-
hari besar keagamaan, kegiztan sosialisasi pengendalian operasional dan PENEAManain
perjalznan dinas kepala daerah dan pejabst lainya yang memerlukan pengawalan. Satpol PP
dalam melaksanakarn tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasiintegrasi dan
sinkronisasi baik secars vertikal maupun horizontal dengan didasarkan atas hubungan
fungsional,saling membantu, dan menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum
dan memperhatikan hierarkl dan kode etik birokrasi dan kerjiasama serta koordinas| secara
berkesinambungan dengan berkoordinasi antar unsur masyarakat dan pihak lain yang
berkepentingan seperti TNI /Polri.

Pada program pemberdavaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan,
kegiztan pada program int anggaranmya dipergunakan untuk pencegahan tindzk pelanggaran
Perdz yaitu dengan melakukan sosialisasi Perda dan Perkada, Fasilitasi pendaya gunaan linmas
dan kegiatan Pelatihan —pelatihan internal Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya

menjadikan 3atpol PP yang propesional dalam melakukan tugas fokok dan fu ngsinya, sehingga




dalam melakukan tindakan penegakan perda dan perkada dapat terukur sesual dengan
proporsinya.

Untuk program selanjutnya adalah program peningkatan pemberantasan penyakit
masyarakat (Pekat), pada program ini satpol PP hanya menampilkan satu kegiatan yaitu
kegiatan penertiban tempat hiburan dan PSK, adapun penggunaan anggaran untuk kegiatan
dimaksudkan untuk menciptakan suasana yang kondusip terkait trantibum diwitayah

Kabupaten Tangerang, hususnya untuk meredam perkembangan PSK.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang untuk rencana pembangunan
jangka menengah 5 tahun ke depan akan melakukan kegiatan secara nyata terhadap
perubahan ke arah yang lebih baik sesusi dengan tufoksi OPD dalam pelayanan
penyelenggaraan penanganan ketertiban umum, penyelenggara Penggakan Perda dan
Perkada serta panyelenggars perlindungan masyarakat . Hal inf bertujuan untuk mengawsal
Visi dan Misi Kepala Dacrah dalam mewujudkan rencana Pemerintah Kzbupaten Tangerang

dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintshan yang dituangkan dalam RPIMD.

2.4.1 Tantangan

Dalam hal penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum yang menjadi

tantangannya peran strategis pemerintah daerah dalam proses pengembangan
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pembangunan wilayahnya, tentunya membawa perubahan yang siginfikan terhadap

perekonomian daerah, diiringi dengan munculnya berbagsi permasalahan. Masalah-

masalah itu antara lain sebagai berikut :

3. Lletak strategis Kabupaten Tangerang sebagai penyangga ibukota yang kemudian
berkembang menjadi pusat keglatan jasa, percagangan, perumahan dan industri
menyebabkan pesatnya pertambahan penduduk migrasi dengan tujuan untuk
memperoleh pekerjaan, heterogenitas penduduk dengan karakteristinya
menimbulkan potensi masatah ketentraman dan ketertiban umum

b. Kesadaran masyarakat yang bermukim di wilayah kabupaten Tangerang untuk
mentaati aturan hukum masih lemah

€. Tingkat kemiskinan masyarakat kabupaten Tangerang yang masih cukup tinggi

menyimpan potensi permasalahan  sosial yang berdampak pada gangguan

ketertiban umuom.

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan
Adapun pé_!uang dalam pengembangan pelayanan OPD antara lain ;
1. Dukungan peraturan dserah dan peraturan pendukung diatasnya
Z. Ketersediaan sarana dan prasarana
3. Perkembangan teknologi sarana telekomunikasi ¥ang seyogyanys memudshkan

inventarisasi data dan penanganan masalah gangguan ketertiban umum




4. Dukungan sinergi dan koordinasi antar unsur tekait baik instansi internal dalam
hal inl unsur Pemda, maupun exsternal seperti aparatur TMI dan Polri datam
penanganan masalah gangguan ketertiban umum diharapkan mampu mendeteksi

dan mengatasi permasalahan ketentraman dan ketertiban umum.




BAB I

PERMASALAHAN 15U — 15U STRATEGIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2013 tentang Satuan Polisi Falngiy Fraje, sedangkan permasalahan yang
dihadapi, sesuai dengan tugas fokok dan fungsi antara lain :

1. Penegakan Perda dan Perkada

Dalam melakukan Penegakan perda dan Porkads, terdapat permasalahan
antara lain ;
a. Tingkat kesadaran masyarakat akan Perda dan Perkada Masih kurang :
b. Belum terdapat data persebaran dan pertumbuhan tempat hiburan yang
akurat
C. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap aktifitas tempat
hiburan, peredaran minurman keras dan pekerja seks komersial,
2. Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat
Dalam Penyefenggaraan ketertiban umum dan ketentra man, masalah
yang dihadapi antara lain :
d. Dampak dari perkembangan ekonomi daerah berpotensl pada Tumbuhnya
berbagai kegiatan usaha vyang bilamana tidak ditangani dengan tepat
maka berpotensi menciptakan Eangguan ketertiban umum dan

ketentraman, khususnya penyalahgunasn fases/fasum dan penyimpangan

kegiatan usaha.




b, Befum optimalnya koordinasi penanganan masalah gangguan ketertiban
sarana umum dan kegiatan usaha,

¢. Belum optimalnya koordinasi PENanganan gangguan ketertiban tempat

hiburan,
3. Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat
Permasalahan terkan Siseng Perindunigan Widsyaiarat, antara iain -
3. Belum Optimalnya Pemberdayaan masyarakat dalam Satlinmas.
b. Potensi permasalahan dan gejolak politik saat masa pelaksanaan pemilihan
umum dan pemilihan kepala daergh serta pemilihan kepaia desa,
¢ Belum optimalnys Pembinaan Satlinmas.
Darl berbagai permasatahan Yang ada dapat dilihat pada pemetaan
permasalahan dalam mempasilitasi sasaran pembangunan daersh shh

Tabel.3.1. identifikasi Masalah

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah

Mo | “Masalah Pokok Masalah Akar Masalah |
{1} {2) 3 {4)
1 Masih adanys Pelangzaran Masi rendahnya - Belum optimalnys soslalisast
Perds dan Farkads pomahaman Perda dan / atau | Perda / Porkads
Periady oleh masyarakat, - Belim optimainyg kiners

Badan usaha dan Apsratur penggakan Perda / Porkada
- Meningkatnye Penyakit sosial

masyarakat
- Xeterbatasan Sumber days
Penegak Porda
2 | Fungsl Lnmas Belum oftimal | Belum optkmalmya Kurang perhatian stakeholder
pemahaman kelembagaan teriadap anggota linmas

Linmas

3.2 Telaahan Visi, Misi Kepala Daerah

Penvusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Tangerang sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang




lebih detail darl Perencanaan Pembangunan Daerah Kabu paten Tangerang,
sehingga semuya langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Satuan Polisi
Pamang Praja Kabupaten Tangerang sejalan dengan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPIMD] Kabupaten Tangerang 2019 — 2023,

+ Visi Kabupaten Tangerang 2019-2023 :

Mewujudkan masyarakat Kabupaten Tangerang yang religius, cerdaos, senat
dan sejohtero”

+ Misi Kabupaten Tangerang 2019-2023 :

1. Meningkatkan nilai-nilai agama dalam Kehidupan bermasyarakat

2. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan

3. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan

4. Mengembangan ekonomi daerah yang berbasis usahia mikro kecll, koperasi

dan industri
3. Meningkatkan tote kelola, okses don kuelitos pelayanan publik
&. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur

7. Mengembangan inovasl dan daya saing daerah

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daersh memberikan
gambaran peran serta dan keterlibatan baik secars langsung maupun tidak
langsung, pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang peran
yang langsung berkaitan dengan tufoksi yaitu pada misi kesatu dan kelima, Hal
ini ditunjukkan melalyi perzn serta OPD antara lain ;

a. Tujuan Misi ke 1; Meningkatkan nilai-nilal agsma dalam Kehidupan

bermasyarakat, Pada misi ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
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Tangerang berperan atsu tugas turut Menjags norma-norma aEama
dimasyarakat agar suasana tatap kondusip.

B.Tujuan misi ke 5: Meningkatkan tots kelolo, akses dan kualitas pelayanan
publik, Pada misi ini, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang

berperan turut berperan dalam penegakan Perda dan Perkada secara

srofessionz!, transparan, dan SETENEEUNE jawai.

3.3 .Telaahan Renstra Rentra Provinsi.
3.3.1. Visi.

Dalam rangka mendukung visi, Gubernur dan wakil Gubernur maka
program Satpol PP Provinsi Banten tidak lepas dari visi, misi dan program
Provinsi Banten. Sedangkan visl, misi Provinsi Banten periode 2017-2022
yang dijadikan rujukan adalzh sebagai berikut :

“ BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEIAHTERA DAN
BERAKHLAQUL KARIMAH *

Provinsi Banten yong maju berarti adanya perubahan dan kondisi
seimula ke zrah vang lebih balk Cara-cara lama dalam mengelola
pemerintahan ditinggalkan, selanjutnva carz baru  dalam mengeloia
pemerintahan dengan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang
baik,

Beberapa indikator pengeloizan pemerintahan yang lebih maju adalah :
adanya inovasi dalam tata kelols pemerintahan { lebih efisien, efektif,

transparan, akuntabel disertal perbaikan hubungan kelembagasn dengan
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kabupaten / kota ), dan adanya perubahan mindset atay perubahan budaya
lama yang tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat,

Provinsi Banten yang mandin mengscu pada kemampuan keuangan
daerah untuk mendukung dan menjalankan pembangunan daerah. Suatu
daerah dikatakan mandiri bila pendapatan asli daerahnya dalam APBD cukup
dominan, sehingga tdak tergantung sleh bantisn atau subsiids pemarintah
pusag.

Beberapa indikator mandiri disini menunjukan kemampuan fiskal yang cukup
untuk merealisasikan berbagai program pemerintah daerah.

Provinsi Banten yang berdoye soing berart kemampuan daerah

mengelola dan mengembangkan SEEEnap potensi yang dimiliki serta
menghilangkan berbagal hambatan sehingga berhasil menjadi  tujuan
investasi dibandingkan dengan daerah lainnya.
Beberapa parameter berdaya saing ini, berupa kemudahan, fasilitasi dan
daya tarik investasi di provinsi Banten seperti insfrastruktur yang memadai,
keamanan yang terjamin, pelayanan perijinan yang mudah dan berkepastian
hukum, sumber daya manusia yang berkualitas, serta ketersediaan energi.

Provinsi Banten vang sejohtera berarti kemampuan daerah dalam
mengeiola aspek manusia yang diukur dengan pencapaian angka Indeks
Pembangunan Manusia ( IPM ). Beberapa parameter sejahtera; diukur

dengan angka Indeks Pembangunan Manusia { IPM ), yang pencapaiannya

melalui  kontribusi tiga indikator utama yaitu pencapaian indikator
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pendidikan, pencapaian indikator kesehatan, dan pencapaian indikator daya
beli masvarakat,

Provinsi Banten yang Akhlakul Karimah berarti harapan daerah dalam
menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang
mencerminkan penerapan nilai-nilai agama, yaitu nilai-nilai yang sesuai
dengan nakikst ketunanan, keberadaan manusia beserta alam seisinya.

Beberapa parameter akhlakul karimsh ini, tingkat kerukunan umat
beragama pada masyarskat, implementasi terhadap rumusannya pada
lingkungan aparatur pemerintahzan daerah, dan lingkungan pendidikan

dengan partisipasi tokeh masyarakat dan alim ulama di provins! Banten.

3.3.2 Misi
Misi adalsh pernyataan tentang upaya yang harus dilakukan dalam
usaha mewujudakan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batlasan
proses pencapaian tujuan, Oleh karena itu, untuk mewujudhkan Visi Provins
Banten 2017-2022 tersebut akan ditempuh melalui fma misi pembangunan
daerah sebagai berlkut :
1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik { Good Govermance )
2. Membangun dan meningkatkan kualitas insfraktutur
3. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan berkualitas
4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas

. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
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3.3.3. Telashan Visi dan Misi Gubernur

34

Dazlam mendukung mewujudkan visi dan mis Provinsi Banten
terkait dengan tugas dan fungsi 2atpol PP tersebut dengan mengambil
langkah sebagai berikut

1. Melakukan pelayanan Trantibum secara propesional.

2. Mempgawal Trantibum dalam pembangunan infrastrukiur

3. Melakukan pengembangan Sumber daya Manusia secara proporsional,

4. Memasukan aparatur Satuan polisi Pamong Praja melalui Jamkesmas.

>. Melakukan Penegakan Perds, Perkada, melakukan ketentraman dan
ketertiban umum serta perindungan masyarakat.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Linghungan Stategis

wilayah,

Wilayah Kabupaten Tangerang meliputi daratan, perairan dan udara,
terdiri dari wilayah kecamatan Yeng masing-masing merupakan suatu
ekosistem. Masing-masing subsistern meliputi aspek politik, sosial budaya,
pertahanan keamanan, dan kelembagaan dengan corak ragam dan daya
dukung yang berbeda satu dengan yang lainnya,

Penataan ruang Kabupaten Tangerang vyang didasarkan pada
karakteristik dan daya dukungnya serta didukung oleh teknologi vang sesuai
akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem
Yang satu berpengaruh pada subsistemn lainnya dan pada pengelolaan
subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya,

sehingga akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan
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3.4.1 Rencana Struktur Ruang Wilayah

Rencana Struktur Huang Wilayah Kabupaten Tangerang yang
dibentuk memiliki suatu hirarkhi pusat-pusat permukiman yang sesuai
dengan kemampuan pelayanan sustu wilayah permukiman dan jaringan
pendukungnya dengan tetap  memperhatikan aspek  keseimbangan
pertumbunan wilayah dalam satuan ruang. Hirarkhi dari masing-masing
pusat-pusat permukiman dalam struktur ruang wilayah di Kabupaten
Tangerang diwujudkan dalam 3 (tiga) hirarkhi pusat permukiman, yaitu;

1. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) merupakan kecamatan yang
berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa
kabupaten/kota yang berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan,
sosial, ekonomi dan transportasi bagi wilayah yang
berdekatan/berbatazan.

Berdasarkan hasil analisis, ada 3 (tiga) kecamatan yang layak
dikembangkan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah di Kabupaten Tangerang
et
8. Keramatan Teluknaga,

b. Kecamatan Balaraja dan

€. Kecamatan Curug

Ketiga kecamatan di atas memiliki tingkat perkembangan yang tinggi
dan tingkat pelayanan yvang besar baik dalam lingkup internal Kabupaten

Tangerang maupun eksternal.




Penetapan PKWp dilaksanakan, karena dalam RTRW Nasional ketiga
kecamatan di atas belum ditetapkan sebagai PEKW maka sesuai dengan
peraturan yang ada dapat ditetapkan terlebih dahulu sebagai PKWp
dimana antara PKW dan PKWp memiliki peranan dan fungsi vang sama.

2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) merupakankecamatanyang berfungsi untuk

L= P

madyani keglalan skals kabupaten/kota stsu beberaps Socamatan yaiig
berfungsi sebagai pusat simpul jasa distribusi barang dalam satu wilayah
kecamatan dan mempunyal petensi untuk mendorong pusat-pusat desa
(dgaerah belakangnya). Ada dua pusat permukiman yang menjadi PKL dalam
wilayah kabupaten Tangerang yaitu Kronjo dan Tigaraksa dan ini juga
sudah ditetapkan dalam RTRW provinsi banten,

3. Pusat Kegiatan Lokal Propomosi (PKLp) yaitu kecamatanyang dipromosikan
untuk dijadikan sebagai PKL karena berdasarkan hasil analisis, fungsi dan
perannya dalam wilayah kabupaten Tangerang sudah cukup menonjol dan
sudah dapat disamakan dengan PKL yang ada.

Berdasarkan hasil analisis, ada & {enam) pusat permukiman yang
ditetapkan sebhagal PKLp di Kebupaten Ta ngerang, yaitu ;
4. KecamatanMauk,
b. Kecamatan Clkupa,
€. Kecamatan Sepatan,
d. Kecamatan Pasarkemis,
e. Kecamatan Kosambi dan

f. Kecamatan Kelapa Dua.
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4. Pusat Pelayanan Kawasan {PPK Jmerupakan kecamatan yang berfungsi
untuk  melayani  kegiatan skala kecamatan atau beberaps desa.
Berdasarkan hasil analisis, ada 18 (delapan belas) pusat permukiman yang
ditetapkan sebagzi PPK meliputi Kecamatan Mekarbaru, Gunungkaler,
Kresek, Kemiri, Sukamulya, Sindanglaya, layanti, Cisoka, Solear, Jambe,

i re H o i ™ o 0 UG T
Cisauk, Pagedangan, Legok, panongan, Ralce, sepstan Timurn, Pakahaji dan

kecamatan Sukacliri.

Arzhan fungsi untuk setiap pusat kegiatan tersebut ditetapkan
dengan mengacu pada aspek kandisi wilayah, aksesibilitas, tingkat pelayanan
dan kebijakan pengembangan yang ada. Rencana sistem pusal-pusat
pemukiman dan fungsinya di Kabupaten Tangerang Tahun 2010 — 2030
dapat dilihat pada table 3.4.1 sebagai berikut -

Tabel, 3.0.1 Rencana Slstem Pusat-Pusat Pemukiman Habupaten Tengerang Tahum 2010-2030

- Hirarki I
No Kecamatan Fungsi Keterangan
Pelayanan
=3 __Esalaraj;: ' PEKWP - Pusat p'rzmeﬁntah_anj Ij.ipr-:}rnﬂsikan T
kecamatan untuk dijadikan
- Industri PEWY
- Permukiman kepadatan
tinggi
I - Permukiman kepadatan
| sedang
2 | Teluknaga PO - Pusat pemerintahan | Dipromosikan
kecamatan untuk dijadikan
- Pertanian sebagai PKW
- Permukiman kepadatan
rendah |
- Permukiman kepadatan
sedang
- Kawasan pantal berhutan
) bakau
3 | Curug PKWp - Pusat pemerintahan | Dipromosikan
kecamatan untuk dijadikan
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Imgdustri

FPermukiman kepadatan
Tinggi

Permukiman kepadatan
sedang

sebagzai PKW

Kronjo

PKL

Pusat pemerintahan
KeCamatan

Pertanian

Permukiman kepadatan
rendah

Permukiman kepadatan
sedang

Pertkanan

Kawasan pantai berhutan
bakau

Tigaraksa

PKL

Pusat pemerintahan
kabupaten

Industri

Permukirman kepadatan
tinggl

Permukiman kepadatan
sedang

Merupakan
lbukota Kabupaten
Tangerang

| Mauk

PELp

Pusat pemerintahan
kecamatan

Pertanian

Permukiman kepadatan
rendah

Permukiman kepadatan
sedang

Kawasan pantai berhutan
bakau

Dipromaosikan
untuk dijadikan
sebagal PKL

Cikupa

PELp

Pusat pemerintahan
kecamatan

Industri

Permukiman kepadatan
tinggi

Dipromosikan
untuk dijadikan
sebagal PKL

Sepatan

PKLp

Pusat pemerintahan
kecamatan

Pertanian

Imdystri

Dipromosikan
untuk dijadikan
sehagai PKL




Permukiman

tinggl
Permukiman

kepadatan

kepadatan
sedang

10

Mekarbaru

PPK

e R B —

Pusat pemerintahan
kecamatan

Pertanian
Permukiman
rendah

kepadatan

Gunung Kaler

FPK

11

Kresek

PPK

12

| Kemeri

PRK

Pusat pemerintahan
kecamatan
Pertanian
Permukiman
rendah

kepadatan

Pusat pemerintahan
kecamatan
Pertanian
Permukiman
rendah

kepadatan |

Pusat pemerintahan
kecamatan
Pertanian
Permukiman
rendah
Permukiman
sadang
Kawasan pantai berhutan

kepadatan

kepadatan

bakau

13

Sukamulya

PFK

Pusat pemerintzhan
kecamatan
Permiukiman

sedang
Pertanian

kepadatan

14

Sindang laya

PPK

Pusat pemerintahan
kecamatan
Permukiman
tinggi
Permukiman
sedang
Pertanian

kepadatan

kepadatan




Industri

15

Jayanti

PPK

Fusat
kecamatan
Industri
Permukiman
tinggi
Permukiman
sedang
Pertanian

pemerintahan |

kepadatan

kepadatan

1le

| Cisoka

PPK

Pusat
kecamatan
Permukiman

sedang

pemerintahan

kepadatan

17

sSolear

PPK

Pusat
kecamatan
Permukiman
sedang

pemerintahan |

kepadatan

18

Jlambe

PFK

Pusat
kecamatan
Permukiman
sedang

pemerintahan

kepadatan

19

Cisauk

PPK

Pusat
kecamatan
Industri
Permukiman
tinggi
Permukiman
sedang

pemerintahan

kepadatan

kepadatan

20

Pagedangan

PPK

Pusat
kecamatan
Industri
Permukiman
tinggi
Permukiman
sedang

pemérimahan

xepadatan

kepadatan

21

Legok

PPK

Pusat
kecamatan
Industri
Permukirman

tinggi

pemerintahan

kepadatan
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22

Panongan

FPK

Permukiman
sedang

kepadat.:an

23

Fasar Kemis

FKLp

Fusat
kecamatan
Industri
Permukiman
tinggi
Permukiinan
sedang
Fusat
kecamatan
Industrl
Permukiman
tinggi
Permukiman
sedang

) Pertanian

pemerintahan

kepadatan |

kepadatan

pemerintahan

kepadatan

kepadatan

Dip romosikan
untuk
sebagai PKL

24

Rajeg

PPK

-5

Sepatan Timur

PPK

Pusat
kecamatan
Permikiman
sedang
Pertanian

ﬁe merintahan

kepadatan

26

Pakuhaji

PPK

Pusat
kecamatan
Fertanian
Permukiman
sedang

pemerintahan

kepadatan

Pusat
kecamatan
Pertanian
Industri
Permukiman
rendah
Permukiman
sedang

pemerintahan

kepadatan

kepadatan |

Kawasan pantal berhutan

bakau

27

Sukadiri

PPK

Pusat
kecamatan
Pertanian

pemerintahan
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28

Kosambi

Permukiman kepadatan
rendah

Parmukiman kepadatan
sedang

Kawasan pantai berhutan
bakau

PELp Pusat pemarintahan | Dipromosikan

kecamatan untuk  dijadikan
Pertanian sebagal PKL
Industri
Permukiman kepadatan
rendah |
Permukiman kepadatan
sadang
Kawasan pantai berhutan
bakau

29 | Kelapa Dua PELp Pusat pemerintahan | Dipromosikan
kecamatan untuk dijadikan
Industri sebagai PKL

Permukiman kepadatan
tinggi

Permukiman kepadatan
sedang




Tabel 3.4.1 tersebut diatas berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Tangerang Tahun 2010-2030 dengan Tujuan dan Sasaran RTRW,
struktur dan pola ruang, indikasi program pemanfaatan ruang jangka

menengah, selanjutnya dibagi kedalam tiga wilayah Polz Ruang terlihat pada
table dibawah ini -

Tabel 3.4,2 Hasll Telaahan Pola Ruang Wiayah

[ Mo Rencans Fola | PolzRuangSast | Indikasi Frogram Pengaruh | Avahan Lokas
Hizmng | Ini Pemantaatan Ruang Rercang Pols | Pengembasgan
Paica Perinde Ruang Terhadap | Pelayanes 0FD
Purencanaan K bartuban
Barikenaan Pelyanan OFD

LBE 2} ] fa (=1 H)

1 Kwaien Pusaf | Mawashn | Puasat Progmam Friartas piogram | Hecamatan
Kegeatan Hegladan Wilavah | pembargeimn pengeribangan Tedubnags,
Wilayah Framsn Pengembangan wilayah Calaraja, dan

Wilapab Proving, | kbocawmaran Cuarug
Habipaten
i Hawazsan Pugst | Kawasan  Fusa Frogram Prigeitad progman | Kecamatan
Fepiatan Lokl Fegigka  Lokal | pembangunan mangembangan Wak, Cikopa,
Promost Fergembangan ¥egintan Zepiatam,  Pasar
Wilayah Kabupaten Lekalfabupaten K#ines,
Kasambl, dan
i Kredapo dua
3| dusa Pusat  Pelavanan | Program Prinfils [OOGram | Koramsan
“olayanan Kawasan Proras | pembangunan pEngEmaangEn Mekarbaru,
Kindagan fengembatigan Kegratan Gurung By,
Wiayah Hecamatan | Lokalffecsmatan Erecek, Eemarr,
Sikamulya,
Sindang  laya,
- dayaniti, - Creoka,
Salear,  fambe,
Cliank,
Pagedangan,
Logek,
Fangngan,
Rajeg, Scpatan
Tirmr, Pakmihag,
dar Sukadnt

Berdasarkan Tinjavan terhadap, dua table tersebut yaitu, Rencana Sistem
Pusat-Pusat Pemukiman Kabupaten Tangerang Tahun 2010-2030, dan  Hasil
Telaahan Pola Ruang Wilayah Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana,

dan/atau program pembangunan dalam Wilayah Kabupaten Tangerang terbagi
kedalam beberapa aspex sebagai berlkut ;




Tabel3.4,3 Hasa Analisis Terhadap Dolwmen kids

[ Ne Asnek daflan [ Rimgkssan KLHs Imallkag terhadsp | Catatar bag|
Fatayanap OPD Perumusan Program
s g - can Kegiatan oD
(1 F i @ ==
1. Kawasan Pusat Fefiatan Wismh Kawazan PiZat Kawasan Pusat Frogram T
Leglatan figa Femerintahan, Pergembangan Pusss
Wilwyah So5la, ekonomi, dan | Kegiatan Wilzyah
U | Hecamaten | Traraortas| Praving | Kabuparen
I | Kawasan Pusab Kegiwten LORal dan | Kewssan Pisat ] Kawasén Poliyenan | Program T
Liodeal provnog| Kegiatan Shmla Kabapater Pengomiangan Pusas
Belapan ke Kocamatan Keglatan Wilsgah,
b o] salmgal pireat ¥abimoton
{ K=camitan simpsd fasa Kecamatan
] mﬂlmslbnrm;'
dalaim satu wiayak
He-:.arr.ah_n.
- Fueat Pelayanan Exsiaan Bewasan Pusat Pusas Pelayanasn Pragram
Keglztan Kegfadan Skaiy pembangunan
Defdpen belas | kagarmatan dan Pengerbangan
Wiaysh neberzoa des Wilayah Kesamatan
|_ Laramatan o

3.5 Penentuan isu - jsu Strategis.

lsu-isu strategis yang saat ini sesual dengan tugas pokok dan fungsi

Satuan Polisi pameng Praja Kabupaten Tangerang yang tentunya juga harus

sefalan dengan visl dan misi Bupati Tangerang periode

sebagai berikut -

2018-2023, adalah

1. Belum optimalnya patroll pengawssan Trantibum yang dismanatkan oleh

3PM Permendagri seharunya 3 X sehari;

penindakan melalu

menunjang akseleras| pendapatan asli daerah (PAD)

2.

Perkada
3. Optimalisasi
4,

Sipil)

Optimalisasi peranan anggota Satpel pp dalam penagakan Perda dan

yustisi dan nom  yustisi  dalam

Penguatan sumber daya aparatur dan PPNS | Penyidik Pegawai Negeri



- Dptimalisasi tekhnologi informasi dalam menunjang pelaksanaan dalam

penegakan Perda dan Perlindy ngan Masyarakat

Peningkatan peran anggota SATLINMAS dalam rangka ikut serta

Penanganan bencana, ketentraman dan ketertiban masyarakat,




BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi, misi
Kepala Daerah yang merupatan tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangha walkty Nima ohoy xadepan. Penictapan tujusn dimaksud dituangkan daiam

Rencana Strategis OFD didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama

bidang ketertiban umum di Kabupaten Tangerang,

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Tangerang Tahun 2019 — 2073 adalah :

1. Peningkatan Kapabilitas Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja dalam bidang
perlindungan masyarakat, untuk penanganan gangguan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat

2. Memeliharz kondisi ketertiban umum dan ketertraman masyarakat, serta
mendukung upaya pengembangan ekonomi daerah

3. Meningkatkan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah  dslam bidang
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

4. Menciptakan masyarakat yang tertib aturan serta tast hukum dan terjalinnya
koordinasi yang balk dengan instansi terkalt datam memelihara kondisi
ketertiban umum

4.2, Sasaran
Sedangkan sasarannya, yaitu sesuatu yang akan dicapai, dihasilkan atau

ingin diwujudkan secara nyata dan terukur oleh QPD Satuan Polisi Pamong Praja




Kabupaten Tangerang dalam Jangka waktu lima tah un kedepan, Dengan berbagai
perumusean yang digunakan untuk mewujudkan sasaran yang lebih terarah, Legas
dan terukur,
sasaran di dalam Rencanz strategis OPD Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Tangerang Tahun 2019 — 2023 adalah;
L Meningkatnya kompetensi Sparaiur Zatuan Polisl Pamong Prajs dan

Ferlindungan masyarakat dalam penanganan ketertiban umum

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan
indikator:

2} Jumiah aparatur satuan polisi pamaong praja dan linmas yang

memahami Peraturan Perundangan vang berlakw.
2. Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada untuk menjaga stabilitas
ketertiban umum

Untuk menilai keberhasilan pencapsian sasaran ini dapat diukur dengan
indikator ;

a) lumlah peserta sosialisas) Yang memahami Perda dan Perkada.

bl Menurunnya penangnan ketentraman dan ketertiban umum
3. Menurunya potensi E'angéltan ketertiban umum dan ketentrman masyarakat

Untuk menilai keberhasifan pencapaian sazaran ini dapat diukur dengan

indikator:

a} Cakupan dan frekuensi patroli monitoring  ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat. '

b) Upsya pemulihan dan pemeliharaan kondisi ketertiban umum pasca
penertiban

¢} Jumlah rapat koordinasj dengan instansi terkait,




4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tabel. 4.1.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Satuan Polisi Pamaong Praja Kabupaten Tangerang

Tahun 2019-2023
l TARGET KINERIA TUSIAN,/SASARAN PADA TAHUN KE-
i 2 3 4 5 Targwi
IMDIEATOR Akhir
Touan | TURETOR | opsaman | Tumany oo Satisan
! SASARAR 019 R0 | weRl | ser | s 1.
H02%
(] ) 1) R ] i) e i) 81 [ fo] | 02y |
Mersngiat | Fengngans fenngkst | Prowsntasc Jumilah
mva [ nya penyelcsaiz pHangaran
ketoatrama | kebentrasmg neggeian | cekupan PERDW dan / Frosemn 100 1005 1005, 1008 1002 100
ndan n darn perda FETanganan ataw PEREADA, |
katertiban ketertiban chan/atsii poiaFggaran vang
fMasyaraks | masyarakol | perkada FERD#A dtany deeles@nin g
PERKADA | IOOW, dldnystan
dipan by, fjamia
h pelemggaran
PERDA
dan/atac
ELEKADA yang
dilzforkan
Mersmgkatk | Meoningkat | Menngkath | NIl evalyas Haxd pesiua sabip il T EF! 74 7E 8 7=
an kinerfa iy e suniakihitas inzoektaraf
EMZANEA akunlabiita | kespasizas #lnedia OFD
4 kinams kziembagn | Ihilef SeKiE
D an =_ 3
kondisi ketentraman dan ketertiban umum saat ini di Kabupaten
Tangerang dirasakan sudah cukup kondusip, akan tetapi kondisi tersebut
rmasih memerlukan upaya pemeliharaan 2gar dapat menjadi iklim yang

kondusif bagi  keberlangsungan Pembangunan di Kabupaten Tangerang
demi tercapainya masyarakat kabupaten Tangerang yang religius adil dan
makrnur secara merata. Sejalan dengan

sektor sektor

pengembangan perekonomian wila vah,

keberiangsungan pembangunan

riil, yang mendorong produksl  yang mendukung
OPD Satuan Polisi Pamong Praja

dalam kebijakan Sasaran kinerja jangka menengah, terlihat pada tabel

diatas, merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis

a8




Organisasi, yaitu Fokus utama penentuan sasaran renstra adalah tindakan
bagasimana upaya Meningkatkan penegaskan perda dan/atau perkada dan
diharapkan akan berimplikasi pada menurunnya tingkat pelanggaran Perda
dan Perkada, serta berupaya untuk menekan potensi pelanggaran Perda dan
Perkada, dengan Target Capaian Kinerja IKU Satusn Polisi Pamong Praja
Kabupaten Tangerang 2019-2023 adalah sebagai berikut ;

Tabel IKU Satpol PP Kabupaten Tangerang 2019-2020

! I TARGET KINERIA SASARAN PADA TAHUN
| INDUKATNR KINERIS LITAR A EORMILILAS) SATUAN [5n1g 070 | 2021 | z022 | 2022
£ 1 2 3 4 5 3 7 B
Meningxatnya Penegalan Jumnlah Felanggaran Pasda dan T |
Ferda deifaluy Perkads Ferkads yang diselesaikan 100% Frersen 100% | 1oo% | 1002 | 100 10K
Jurizh pelanggaran Perda dan
Perkada vang dilaporkan

Dengan menggunakan alokasi sumber daya organisasi dalam
kaitannya dengan KU Satpol PP dalam Pencapaian Sasaran Kinerja yang
diinginkan.

IKU ini adalah merupakan yang aksn dicapai dalam lima tahun
Kedepan, merupakan rumusan yang spesifik, terukur, dalam kerun waktu
tertentu sesuai dengan tufoksi OPD Satuan Polisi Pa mong Praja.

Adapun keterkaitan antara IKU, tujuan dan sasaran jangka menengah
dalam Renstra OPD, mulai tahun 2019-2023 dalam pelayanan Qrg=nisasi
Perangxat Daerah dalam hal ini Satuan Polisi Famong Prajz mampunyai satu

tujuan yang dituangkan dalam rencana aksi di bawah ini :
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Dari berbagai kegiatan diatas dalam upaya untuk mencapai Tujuan dan
Sasaran Jangka Menengah berkaitan dengan wgas Pelayanan OPD Satuan Polisi
Pamong Praja dalam rencana strategis Tahun 2019-2023 ya ng terlihat pada tabel
diatas merupakan langkah - fangkah yang bersandar pada tugas sebagai

penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum ¥ang dituangkan dalam

program/kegiatan untuk mewshedban yisi dan mis & palz Baerah.

Adapun programy/keglatan tersebut terksit strategi pencapaian tujuan dan

sasaran diatas yang direncanakan, dengan tujuan shb

a. Dalam upaya untuk tujuan, yaitu terpeliharanya kondisi ketertiban umum
yang kondusif, melaui penegakan Perda dan Perkada dengan Sumber Days
vang dimiliki- OPD Satuan Polisi Pamong Praja beserta jajaran instansi external
bersama TNI dan POLRI, terkail dalam pemefiharaan dan penaganan
gangguan ketertiban dan ketentraman umom adaizh diantaranya dengan
melakukan  sosialisasi berbagai Peraturan Daerah, sSeperti peraturan
menyangkut izin tempat wssha, Pemanpaatan sarana umum, dan fungsi
PENggunaan bahu jalan dan lain sebagainya. Meningkatnya fungsi pengelolaan
pemerintah daerah dalam bidang ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat dengan melakukan kegiatan patrol dalmas, pengamanan hari-hari
besar agama, PeEnanganan aksi unras, pengawalan protokoler Bupati dan
Wakil, penertiban K3, dan penertiban PSK, semua ity dilakukan dalam rangka
menciptakan swasana yang religius, kondusip, aman dan nyaman.

b. Untuk mendukung upaya tersebut padz poin a, maka dilakukan upaya
penguatan didalam Organisasi yaitu gengan melakukan peningkatan
kapabilitas Sumber daya OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas dalam
upaya untuk pemeliharaan dari Bangguan ketentraman dan ketertiban umum
adalah dengan penguatan aparatur Internal dengan berbagai pelatihan dan
pembinaan melaui dikiat aparatur atuan Polisi Pamong Praja , vang dalam
penyelenggaraannya bekerjasama dengan Instruktur dari TN dan POLRI, agar
dalam melakukan tugas penyelenggaraan trantibum dan linmas dapat
berjalan secara propesional dan proporsional. Selsin itu OPD Satuan Polisi
Pamong Praja  melaui Bidang Linmas melakukan berbagai kegiatan

diantaranys dengan melakukan Pembentukan serta Pembinaan Satlinmas
dalam Pamswakarsa.
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BABV

STRATEGI DAN ARAH KEBUAKAN

3.1 5trategi dan arah kebijakan

Strategi dimaksud adalah merupakan langkah-langkah yvang memuat
sejumiah program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.
Rumusan strategi merupakan uraian pernyataan yang menjelaskan
bagaimana tujuan dan sasaran akan diwujudkan. Strategi juga akan
dilengkapi degan -arah kebijakan, yang menunjukkan fokus atau prioritas
perhatian yang ditetapkan untuk mendukung  keselarasan  proses
pembangunan, agar mampy menuju pada tujuan yang ingin dicapai, sesuai
dengan Perencanaan Daerah selama kurun waktu 5 tahun mendatang dalam
RPIMD,

Sedangkan Strategi dan arah kebijakan yang ditempuh rmerupakan
rumusan perencansan secara komprehensif tentang bagaimana Pemerintah
Daerah untuk mencapal Tujuan dan Sasaran RPIMD dengan efektif dan
efisien. Strategi dan arah kebijakan merupakan xomponen/bagian yang
diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka
merniengah, sebagai dasar perumusan Program menurut fungsi/ bidang/sub-
bidang/sub-sub-bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.

Dan Strategi dan arah kebijakan yang dilakukan aleh Organisasi
Perangkat Daerah Satuan Polisi Parmong Praja ini terkait dengan strategi
peEncapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan guna mewujudkan
visi dan misi Kepala Daerah, periode tahun 2013 — 2023, yang dilakukan oleh
GPD Satuan Polisi Pamong Praja Terkait Tufoksi yaitu pada Misi ke satu dan
ke lima terkait tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan berdasarkan visi, misi
Kepala Daerah terlihat pada tabel dibawakh ini
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Sejalan dengan misi pertama Kepala Daerah, yaitu meningkatnya
penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, dengan
tujuan agar karakter masyarakat Kabupaten Tangerang meningkat dalam hal
pengamalan agama, sedangkan yang menjadi tujuan OPD Satuan Polisi Pamong
Praja dalam menunjang misi dan tujuan dimaksud dengan meningkatkan situas)
Ketentraman dan keteroban umum OEngan strategl dan arah kebiakan dengan
penarapan Penegakan Perda dan Perkada secara preventif dan refresio.

Selanjutnya pada misi meningkatkan kualitas tata kelola, akses dan kualiats
pelayanan publik, artinya pemearintah disini harus serius untuk memperbaiki
kualitas pelayanan publik, dan OPD Satpol PP berupaya untuk meningkatkan
akuntabilitas kinerja OPD , dengan melakukan pembinaan terhadap aparatur
internal Satpol PP, melalui berbagai diklat dan pelatihan dengan bekerja sama
dengan OPD lgin, maypun intansi eksternal seperti TMI dan PORL yang

disesugikan dengan kapasitasnya MEsing-masing.

5. 2 $trategi Alternatip
Sebagal strategi alternatip yang akan dilengkapi degan arah kehijakan, yang
dilakukan oleh OPD Satuan Polisi' Pamong. Prajz dalam capaian lima tahun
kedepan, dengan menunjukkan fokus atay prioritas perhatian yang ditetapkan
untuk mendukung terlaksananya proses Pembangunan, guna mendukung
tercapainya sasaran kinerja Rencana Fembangunan Jangka Menengsh Daerah,

dengan menggunakan SWOT sebagai intrumen penetuan alternative sebagai

berikut ;




SWOT Sebagai Instrumen Penentuan Alternatif
Strategi Pencapaian Indikator
Tabel.5.2 Sasaran Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

belum memadai

Faktor Eksternal | Peluang [0): Tantangan (T} :
L. Dukungap sinErgi dan | 1. Belum Cptimalnya Panegakan
koordinas! instansi terkait Ferda
Faktor Internal 2. Dykungmn Perda dan | 2. Data palaky usaha belum
peraturan diatasnys mmmadai
3. Dukungan teknaologi  dan | 3. Pamehaman rracyarakat akan
| sumberdays | Perds mash lemah
.T:‘;:a::m {55 | Altarnand Sbrategi 3 ¢ | Aiternagit Stravegi 5T :
L Adanya Tupoksi 1. Peningkatan Koordinasi L; Optimalisasl Penegakan
2. Tersedianys anggaran dengan aparatur external Perda dan Perkada
3. Adanya Peraturan 2. Peningkatan Kinerja SDM | 2. Optimalisasi Pendataan
. :?:;:;T::t?:;m 3. Pemberdaysan Sumber Pelaku Usaha
Daya 3. Optimalisasi sosialisas)
Perda dan Perkada
Ealamishan (W) ; Alternatif Strategl Wi . Altarnatif Strategl WT -
1. Kopetensi SDM belum 1. Poningkatan Kualitas S0P |1, Rekrutmen Aparatur Satpol
memada 2. Peningkatan | PP
2. Jumiah SDB balum memada Keselahteraen Anggota Z. Pamberdayaan Masyarskat
3. Kesslahtersan Man PNS Non PNS dzlam Pamswakarsa




BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Rencana program, kegiatan dan pendanzan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Tangerang pada Rencana strategis ini  menggambarkan program-
Program dan kegiatan-kegiatan prioritas yang skan dilakukan dalam kurun wakty
2019 - 2023 yang meliputi: program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan OPD,
Yang di susun dalam rangka mendukung Visi, Misi, dan Frogram Kepala Daersh.

sehingga menjadi bagian darl pengawalan pada tujuan yang ingin dicapai oleh
Kepala Daerah dan kepada semus pihak dalam hal ini semua OPD, terkait dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan yang dituangkan melalui REJMD yang didalamnya
menggambarkan arah Kebilakan Keuangan Daesarah, sebagai strategi
Pembangunan Daersh. Kebijjakan Umum, dan Program Kerja Perangkat Daerah,
semua Organisasi Perangkat Daerah, serta program —pragram dan kegiatan-
kegiatan dilengkapi dengan rencans strategis yang dalam kerangka regulasi dan
pendansan yang bersifat indikatif lerfuang dalam RPJMD selanjutnya menjadi
acuan atal pedoman bagi Kepals Organizasi Perangkat Daerah {(OPD) dalam
Menyusun Rencana pregram dan kegiatan prioritas yang strategis pembangunan
Tahun 2019 zampai dengan tahun 2023,

Rencana program, kegiatan dan pendanzan Satusn Polisi Pamong Praja
Kabupaten Tangerang pada Rencans Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Tangerang yang mendukung visi,misi Kepals Daecrah Aorta tujuan dan sasaran
RPIMD Kabupaten Tangerang, dapat terlibat pada tabol-tabel Tujuan dan sasaran
serta indikator sasaran target per tahun Rencana kinerja yang aksn dicapai dalam

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang dengan

MEngacu kepada target capaian RPIMD tahun 2018-2023 adalah sebagai barikut 3
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BAB VI
KINERJA PENYELENGGARA BIDAG URUSAN

7.1 Kerangka RPIMD

Adalah merupakan kewenangan Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan
mengurus  sendiri urusan  pemerintshan  menurot asas otonomy  dap  tagas
nembantusn  dalam rangka  memmakatkan kewrjahtermam masimrakat dengan
memperhatikan prinsip demokrasi Pancasila melaln, pemerataan pembangiman
dan berorientasi pada prinsip yang berkeadilan. Untuk terwujudnya pelaksanaan
kinetja penyelenggaraan ketentraman dan ketrtiban umum, sejalan dengan upaya
menciptakan  pemerintahan yang bersih,  bertanggungiawab  senta mampu
menjawab luntutan perubahan secarn efektif dan efisien sesuzl dengan prinsip lata
pemermtaban yang baik, maka Setigp OPD berkewajiban menyelenggarakan
kincrja bidang urusan masing-masing, Seperti halnya OPD Satuan Polisi Pamong
Praja  merencanakun  Kinerja Penvelenggaruan  Bidang  Kelentraman  dan
Ketertiban Unum dalam rangka mewujudkan Visi dan misi Kepala Ducrah dalam
kerangka RPIMD periode 2019-2023 Saman Polisi Pamong Praja. Kinerja
Penyelengpars Bidang Urusan ini dapat dijadikan salah salu baban patuk
Penyelengparaan ketentraman dun ketertiban urnum  bagn OPD Satuan Polisi
Pamong  Praja, sebagai bentuk  perlangoungiawaban bagi keberlangsungan
RPIMD sehingga mencapai hasil vang maksimal. Satuan Polisi Pamong Praja
selabu penyelenpgara urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum harus
dapat melaksenakan hal dan kewajiban berdaﬁaﬂmn fgas pokok dan fungsinya
berkewajiban melakukan Penegakan Perda dan Perkadu. Dengan capaian keluarun
dan hasil vang telah direncanakan. menilai kinerja penyelengparian permerintahan
dacrah dalam upaya pemingkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan
RPIMD. Untuk nencapai fujuan tersebul, merupakan bagian dari aspek
transparansi dan akuntabilitas dapat terpenuhi dengan baik melalui kerangla
RPIMD 2019-2023 OFD Satuan Polisi Pamong Praja dibawah ini ;

T8
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7.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan arsh kabijakan terhadap perencanaan strategis,yang

dituangkan dalam kinerja penyeleaggaraan bidang ketentraman dan ketertiban

masyarakat, hal tersebut “Menjadi rujukan OPD Satuan Polisi Pamong Praja

dalam pembaharyan penyelenggaraan Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala

Daerah™. Hal ini yang menjadikan acuan dari kerangka RPIMD tahun 2019 -2023

adalah merupakan cerminan dari visi, misi Kepala Daerah dan diharapkan akan

memberikan kontribusi nyata dalam kinerja penyelenggaraan bidang urusan
ketentraman dan ketertiban umuiimm,

Dalam  hal pengembangan kapasitas dparatur negara dan  sistem

administrasi negara gunz mewujudkan tata pemerintahan yang baik, pada

tatanan ini OPD Satuan Polisi Pamong  Praja, sehagai penyelenggara

pemerintahan dalam hal ; 1) Penyelenggaraan ketentraman dan ketrtiban umum
;- 2) Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah; 3) Penyelenggaran

perlindungan masyarakat, Sedangkan sasaran é.trategis dan indikator kinerja

OPD Satuan Polisi Pamong Praja yang terlihat pada table dibawah ini sebagai

berikut :

Tabel. 7.2 indikator Kinerja SKPD Yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang Tahun

2019-2023
I s Kondisi | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke- :
Indikator Awal Target
No. SSiadis Satuan Kinerja 1 2 3 4 5 Akhir
) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018-2024
Penyelesaian i
cakupan
peEnaEnganan Prosentase
1
i pelanggaran 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100%
Perda dan
__ | Perkada L
Nilai evaluasi
2 | akuntabilitas Angka 70 T2 74 76 78 78
9 kinerja OPD ,
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Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja organisasi
maka indikator kinerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Famong Praja menitik
beratkan pada dua persoalar, vang dihadapi dalam penvelenggaraan Trantibum
vaitu terksit Penyelesaian Cakupan Penanganan Pelanggaran Perda dan
Perkada serta Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung
menunjukan sasaran target capaian kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima
tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPIMD yang tersaji pada table kerangka RPIMD

Fenetapan Indikator Kinerja capaian per tahun atau ukuran kinerja akan
digunskan untuk mengukur capaian kinefja atau keberhasilan organisasi
Perangkat daerah. Pengukuran kinerja organisasi Perangkat Daerah Satyan Pollsi
Pamong Praja dilakukan cengan apa yang di targetkan capaian untuk tiap
tahunnya, yaitu target penurunan Kasus Pelanggaran Perda dan Perkada serta
Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan ketertiban Umum sebesar 5 o
Penetapan capasian Indikator kinerja ini vang telah disepakati bersama,
Penetapan Capaian Indikator kinerja merupakan syarat penting untuk
menetapkan rencana kinarja sebagai Penjabaran dari Rencana Pembangunan
langka Menengah Daerah atay Rencana Strategis.

Hal ini mengingat rencana kinerjs akan merupakan gambaran organisasi
Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dimasa yang akan datang. Kinerja
Organisasi Ini pada dasarnys dapat digambarkan melalul tingkat keberhasilan
capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian
sasaran dimaksud., Dengan demikian, indikator kineria yang diharapkan dapat
menggambarkan tingkat pencapa lan kin erja organisasl, haruslah ditetapkan
dengan kehati-hatian sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan
untuk kerja organisasi secara nyata.
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BAB Viu

PENUTUP

Renstra OPD Satuan Polisi Pamong Praja Periode 2019-2023 berdasarkan
revisi dengan kementrian merupakan bentuk wujud pertanggungjawaban rencana
Strategs OFL kepana Kepata Uaergh dan Masyarakat, yang didalamnya merupakan
Program dan Kegiatan yang akan dicapai dalam masa jabatan Bupati selama lima
tahun ke depan. Renstra in dapat digunakan sebagai bentuk transparansi kepada
masyarakat atas Rencana yang akan dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja. Renstra
ini berisi deskripsi dan capsian atas sasaran strategis yang divkur berdasarkan
indikator kinerja utama (IKU) dalam rencana strategis (Renstra) 2019-2023, yang
dituangkan dalam Perja njizn Kinerja untuk tlap Tahun nya. Renstra Satpol PP disusun
berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang tata cara Pengendalian dan
evaluasi Pembangunan Daersh, tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana pembangunan
iangka menengah daerah, serta tats cars perubahan Rencana pembangunan jangka
panjang dacrah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana karja
pemerintah daerah. sefanjutnya baru akan digunakan dalam pencapaian sasaran
kinerja pada tahun 2019-2023. Renstra ini sECara umum menunjukkan Kualitas tata
kelola internal Satpol PP yang ditargetkan sesuaj dengan tufoksi OPD Satuan Polisi
pamong Praja. Ada dua Indikator kinerja utama, yeng akan dicapali dalam
penyelengaraan ketentraman dan ketertiban umum, dalsm sasaran stralegis yaitu
MEnurunnya tingkat pelanggaran perda dan perkada dan yang ke dua menurunnya
potensi pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum.

Peran Satuan Polisi pamang Praja kedepan menuntut adanya peningkatan
kinerja yang optimal. Satuan Palisi Pamong Praja bukan saja dituntut makin taktis,
tetapi jugs dituntut untuk terys memperbaiki manajemen dalam penyelenggaraan

ketentraman dan ketertiban umum  yang dinamis, serta Mengeunaan pendekatan
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¥ang humanis yang lebih menonjolkan  persuasif  dari pada kekuatan fisik
merupakan strategi ¥ang tepat untuk pen yelenggaraan ketertiban WMt

Guna pencapaian target kinerja Renstra Satuan Polisi pamong  Praja
Kabupaten Tangerang yang direncanakan, agar langkah kerja dapat berwujud nyata
maka permasalahan ketertiban umum perlu ditangani secara sistematis agar sasaran
Kinerja penyelenggaraan ketertiban umum dan penegakan perda serra neratiran
kepala daerah dapat tercapai,

Rencana Strategls Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang
merupakan dokumen perencanaan pembangunan selama § {lima)} tahunan VANE
mermuat visi,m-isi,tujuan,iasaran,strategi,kebijakan,pmgram dan  kegiatan OPD
Mengactu pada Tugas pokok dan fungsi OPD serts berpedoman pada Rencana
Pembangunan jangka Menengah (RPIMD)., Disamping itu Rencana Strategis Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang berfungsi sebagai dokurmen publik untuk
menjabarkan secara operasional visi dan misj Kepala Daerah Yang mengeambarkan
wujud nyata pelayanan OPD Satuan Polisi Pamong Praja akan penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum,

Tigaraksa, Dktober 20713
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